
 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN 

TAHUN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sangat 

diperlukan keberadaannya bagi Dinas Sosial Kota Probolinggo 

untuk melakukan sinergi, integritas dan sinkronisasi dengan 

masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di 

tingkat Kecamatan; 

b. bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dipandang 

perlu diberikan honor serta diperlukan adanya landasan 

yuridis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dalam 

meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan; 

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Honorarium 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2017; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4967); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang 

Lembaga Kesejahteraan Sosial; 

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pekerja 

Sosial Masyarakat; 

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial; 

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 



13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22); 

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 

15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2016 Nomor 10); 

16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 112 Tahun 2016 

tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2016 Nomor 112); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM 

TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN TAHUN 2017. 

 
Pasal 1 

(1) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya, 

diberikan dukungan berupa sarana dan biaya operasional berupa honorarium 

sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 12 

(dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2017. 

(2) Honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pos Dinas Sosial 

Kota Probolinggo. 

 
Pasal 2 

(1) Pemberhentian dan penggantian Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

dikarenakan : 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; 

c. tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit (berhalangan tetap); 

d. berprilaku dan berkinerja buruk; 

e. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 

paling singkat 5 (lima) tahun; dan 

f. berakhirnya masa waktu penugasan sesuai dengan yang telah ditetapkan 

oleh Walikota. 



(2) Pemberhentian dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diangkat penggantinya berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Sosial Kota 

Probolinggo dengan persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial 

Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. 

(3) Pengantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat berdasarkan 

Keputusan Walikota. 

 

Pasal 3 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 

Ditetapkan di  Probolinggo 
pada tanggal   10  Januari  2017 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

R U K M I N I 

 
Diundangkan di  Probolinggo 
pada tanggal       10 Januari 2017  

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

JOHNY HARYANTO 
 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 7 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

WAHONO ARIFIN, SH, MM 
NIP. 19650912 199303 1 008 

 
    
 


